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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 13 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG SAMPANG SATU DATA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SAMPANG,  
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, 

mutakhir, dan terpadu secara seksama dan berkelanjutan 
dibutuhkan dukungan dan pelayanan teknis operasional 
serta administratif kepada Forum Sampang Satu Data 

dalam bentuk Sekretariat Forum Sampang Satu Data; 
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 

Tahun 2020 tentang tentang Sampang Satu Data belum 
ada ketentuan yang mengatur mengenai Sekretariat 

Forum Sampang Satu Data; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
36 Tahun 2020 tentang Sampang Satu Data. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3683); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6905); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

ndonesia Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5214);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana 
telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6868); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indoenesia Nomor 5357); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 
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tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6400); 

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada 

Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); 

17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan 
Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial 
Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam 

Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor1401); 
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data 
dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi 
Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan 

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1402); 

22. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar 

Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan 
Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 172); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 

tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68 Seri E); 
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25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran  
Daerah  Kabupaten  Sampang  Tahun  2020 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah  
Kabupaten  Sampang  Tahun  2022 Nomor 02); 

26. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 
2022 Nomor 125). 

27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 23); 
28. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang 

Sampang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2020 Nomor 36); 
29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2023 Nomor 41);. 
 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG 
SAMPANG SATU DATA 

 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 
Tahun 2020 tentang Sampang Satu Data, diubah sebagai 

berikut: 
1. Diantara ketentuan pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 1 

(satu) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 16A 
(1) Forum Sampang Satu Data dalam pelaksanaan 

tugasnya dibantu oleh Sekretariat Sampang Satu 

Data. 
(2) Sekretariat Sampang Satu Data Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis 
operasional dan administratif kepada Forum 
Sampang Satu Data Indonesia; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Forum Sampang Satu Data. 

(3) Sekretariat Sampang Satu Data bersifat ex-officio, yang 
secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit 

kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

daerah. 



- 5 - 
 

Sekda Ass. 

PKR 

Kabag 

Hukum 

Ka. 

Diskominfo 

    

 

(4) Pembentukan Sekretariat Sampang Satu Data 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupat iini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sampang. 
 

Ditetapkan di : Sampang 
Pada tanggal   : 28  Februari 2025 
 

BUPATI SAMPANG, 
 

 
  ttd 

 
Slamet Junaidi 

 

Diundangkan di : Sampang 
Pada tanggal   :  28  Februari 2025 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 
 
          ttd 

 
Yuliadi Setiawan 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 13  


